BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 27.A TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAIHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 26 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022, perlu
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

. bahwa sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bavar Dana Bagi
Hasil pada tahun 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Mentri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan
Dampak Inflasi;

. hahwa sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang
Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun
berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, sisa Dana
Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan
Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan  Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran  Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

Undang-Undang Nomor 406 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Dacrah Provinsi Maluku Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3IRO5);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangiinan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 10);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negorn
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nowor 4628),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 3340j;

Peraturan Pemerintah Nomor 553 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
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12;

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintan  Dacrah  Kepada Masyarakat {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta

Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah provinsi Maluku Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntanst Pemernntahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraiuran Daeran ieniang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

mhberian Hibah dan Bantuan Seosial vang bersumber
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Menetapkan
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dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Relania Daerah, Rancangan
Peraturan Kecpala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor
004 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NO 26 TAHUN 2022 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Aallod

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
vang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebegai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sehagai penambah nilai kekavaan bhersih dalam periode
tahun anggaran 2023.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah
vang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
tahun anggaran 2023.



6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun 2023 maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

7. Utang Daerah vang seclanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerinian Daeran dan/atau
kewajiban Pemerintah Daecrah yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan peraturan perundangundangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnva disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Perda Kabupaten Halmahera Selatan.
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adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor
26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022 Nomor 26) diubah
sebagai berikut:

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 153.552.494.581
b. Pendapatan Transfer Rp 1.524.671.739.075
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Rp 5.004.258.483
Jumlah Pendapatan Rp 1.684.248.592.139
2. Belanja:
a. Belanja Operasional Rp 1.024.071.912.283
b. Belanja Modal Rp 409.185.886.530
c. Belanja Tak Terduga Rp 24.458.806.212
d. Belanja Transfer Rp 287.950.747.192
Jumlah Belanja Rp 1.745.667.352.217
Defisit Rp (61.418.760.078)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 105.838.227.194
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 44.419.467.116
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 61.418.760.078
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Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022
direncanakan sebesar Rpl1.684.248.592.139,-, yang bersumber
dari:

a.
b.
€

(1)

(2)
(3)

(4)

5)

(h

(3)
(4)
(5)

(6)

N

Pendapatan asli daerah;
Pendapatan transfer;
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan
sebesar Rp153.552.494.581,-, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp74.625.000.000,-
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp29.910.500.000,-.
Hasil pengelolaan kekayvaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,-.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp46.516.994.581,-.

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a direncanakan sebesar Rp74.625.000.000,-, yang
terdiri atas:

a. Pajak hotel;

b. Pajak restoran;

Pajak hiburan;

. Pajak reklame;

Pajak penerangan jalan;

Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,-.
Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp10.600.000.000,-.
Paiak hiburan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp350.000.000,-.

Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,-.
Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp38.510.000.000,-.

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-.
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(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp9.500.000.000,-.

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh
direncanakan scbesar Rp+.000.000.000,-.

(10) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi

Pasal 7

(1Y Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp29.910.500.000,-,
vang terdiri atas:

a. Retribusi jasa umum;
b. Retribusi jasa usaha;
c¢. Retribusi perizinan tertentu;

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,-.

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp5.090.500.000,-.

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp24.490.000.000,-.

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah  vang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c¢
terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah
daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,-.

Pasal 9

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan
sebesar Rp46.516.994.581,-, yang terdiri atas:

a. Jasa giro;

b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

c. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

. Pendapatan denda pajak daerah;

. Pendapatan dari pengembalian;

Pendapatan BLUD;

. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

{2) Jasagiro scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,-.

(3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan
sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

Q™0 Q.



(4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 21.842.000.000,-.

(5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.174.994.581,-.

(6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-.

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,-.

(8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional
(JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp. 5.558.724.703,-.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp1.745.667.352.217,-, yang terdiri atas:
Belanjaoperasional;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.
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Pasal 11

(I) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.024.071.912.283,-,
yang terdiri atas:

e. Belanja pegawai;

f. Belanja barang dan jasa;
g. Belanja bunga;

h. Belanja subsidi;

1. Belanja hibah; dan

j. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa
direncanakan sebesar Rp.420.327.669.471,-.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 511.281.328.596,-.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 8.612.255.368,-.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
Rp.0,-.

(6) Bglanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe
direncanakan sebesar Rp. 46.777.933.868,-.

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.072.724.980,-.
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(2)

3)

4

(5)

6)
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(8)

)

(10)
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Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.488.312.939.182,-,
yang terdiri atas:
a. Belanja gaji dan funjangan ASN;
b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya ASN;
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH;
g. Belanja pegawai BOS;
h. Belanja pcgawai BLUD.
Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa direncanakan sebesar Rp. 268.213.102.084,-.
Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
66.086.143.802,-.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
direncanakan sebesar Rp. 53.797.090.938,-.
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.589.598.620,-.
Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.186.154.027,-.
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp. 712.480.000,-.
Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.003.720.000,-.
Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000,-.

o

Pasal 13

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
268.213.102.084,-, yang terdiri atas:

Gaji pokol ASN;

Belanja tunjangan keluarga ASN;

Belanja tunjangan jabatan ASN;

Belanja tunjangan fungsional ASN;

Belanja tunjangan fungsional umum ASN;

Belanja tunjangan beras ASN;

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
Belanja pembulatan gaji ASN;

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

Belanja turan jaminan kecelakaan kerja ASN;

Belanja iuran jaminan kematian ASN;
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{2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 199.219.859.003,-.

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.19.751.091.571,-.

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.740.232.229,-.

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.361.210.070,-.

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan scbesar Rp. 3.443.695.260,-.

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.773.413.474,-.

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.
143.830.149,-.

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.138.789,-.

(i0) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufI direncanakan sebesar Rp.11.811.031.086,-

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufj direncanakan sebesar Rp.
491.150.113,-.

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.473.450.340,-

Pasal 14

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 66.086.143.802,-
vang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 53.168.698.790,-.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 4.830.430.500,-.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c direncanakan
sebesar Rp. 8.087.014.512,-.

Pasal 15

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 53.797.090.938,-,
vang terdiri atas:



(3)

4)

(n

3

(4)

(5

(6)

7

(8)

a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi
daerah;

. Belanja honorarium.

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 2.408.709.008,-.

Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 863.133.325,-.

Belanja  honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 1.854.950.000,-

C

Pasal 16

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
17.589.598.620,-, yang terdiri atas:

a. Belanja uang representasi DPRD;
Belanja tunjangan keluarga DPRD;
Belanja tunjangan beras DPRD;
Belanja uang paket DPRD;
Belanja tunjangan jabatan DPRD;
Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan
anggota DPRD;
Belanja tunjangan reses DPRD;
Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota
DPRD;

k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota

DPRD;

l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
Belanja uang representasiDPRDsebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp.
671.790.000,-.
Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.845.600,-
Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.691.200,-.
Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.582.000,-.
Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
974.095.500,-.

Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
79.474.500,-.

Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp. 19.366.200,-.
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(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp. 5.279.310.000,-.

(10) Belanja tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.323.000.000,-.

(11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj
direncanakan sebesar Rp. 625.008,-.

(12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp. 4.072.199.832,-.

(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf1l direncanakan sebesar Rp.
4.920.618.780,-.

Pasal 17

(1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 1.186.154.027,-, yang terdiri atas:

Belanja gaji pokok KDH/WKDH;

Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;

Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDII;

. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH.

(2) Belanja  gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf\ a direncanakan sebesar
Rp. 54.600.000,-.

(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
4.800.742,-.

(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
98.280.000,-.

(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) huruf d direncanalkan sebesar Rp.
6.943.680,-.

(6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 1.763.188,-.

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.2.000,-.
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Pasal 18

(1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 712.480.000,-,
yang terdiri atas:



a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
b. Belanja dana operasional KDH/WKDH,;

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 312.480.000,-.

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 400.000.000,-.

Pasal 19

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.663.720.000,-.

Pasal 20

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 79.380.000,-.

Pasal 21

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
511.281.328.596,-, yang terdiri atas:

Belanja barang;

Belanja jasa;

Belanja pemeliharaan;

Belanja perjalanan dinas;

Belanja barang dan jasa BOS;

Belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.607.573.731,-.

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 169.187.845.814,-.

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 70.039.816.871,-.

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufd direncanakan sebesar Rp. 134.943.766.300,-.

(6) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 34.999.618.380,-.

(7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf { direncanakan sebesar Rp. 11.649.100.000,-.
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Pasal 22

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf ¢ yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman
kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.
8.612.255.368,-.

Pasal 23

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf d, belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta
Rp.0,-.



(1)

(2)

(3)

Pasal 24

Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 46.777.933.868,-,

yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;

c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

7.010.685.118,-.

Belanja  hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan  yang berbadan hukum  indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b direncanakan

sebesar Rp. 39.151.524.350,-.

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik

(h

3)

(1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 615.724.400,-

Pasal 25

Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
37.072.724.980,-, yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu,

b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
2.545.750.000,-.

Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 34.526.974.980.-.

Pasal 26

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 409.185.886.530,- yang
terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal gedung dan bangunan;

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya.

. Belanja modal aset lainnya

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

8.249.050.000,-.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
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Rp. 107.376.667.158,-.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 93.141.298.148,-.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
199.701.934.224,-.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 716.937.000,-.

Pasal 27

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
8.249.050.000,-.

Pasal 28

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar
Rp. 107.376.667.158,-, yang terdiri atas:

Belanja modal alat besar;

Belanja modal alat angkutan;

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

Belanja modal alat pertanian;

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

Belanja modal alat laboratorium:

Belanja modal komputer;

Belanja modal rambu-rambu;

. Belanja modal peralatan olahraga;

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.109.271.258,-

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.180.637.000,-.

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.38.180.000,-.

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.030.285.000,-.

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe
direncanakan sebesar Rp.9.179.038.600,-.

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp.2.583.476.000,-.

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g
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direncanakan sebesar Rp.39.211.704.800,-.

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.664.825.400,-.

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp.12.842.101.100,-.

(11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j direncanakan sebesar Rp.122.500.000,-.

(12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.106.000.000,-.

Pasal 29

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat \huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.93.141.298.148,-, yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan gedung;
b. Belanja modal monumen;
c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanjamodal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.172.896.648,-.

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.750.000.000,-.

(4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.3.218.401.500,-.

Pasal 30

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) hurufd
direncanakan sebesar Rp. 199.701.934.224,-, yang
terdiri atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan;
b. Belanja modai bangunan air;

c. Belanja modal instalasi;

d. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
109.778.141.887,-.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.798.192.500,-.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 17.794.446.002,-.

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.331.153.835,-.

Pasal 31

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan



sebesar Rp. 716.937.000,-, yang terdiri atas:
a. Belanja modal bahan perpustakaan;
b. Belanja modal aset tidak berwujud;

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
319.130.000,-.

(3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 397.807.000,-.

Pasal 32

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Rp.0,-.

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 24.458.806.212,-.

Pasal 34

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 287.950.747.192,-, vang
terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.526.878.016,-.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 284.423.869.176,-.

Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri
atas anggaran penerimaan pembiayaan dan anggaran pengeluaran
pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 150.257.694.310,-,

Pasal 36

() Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp.
105.838.227.194,-, yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

Pasal 37

(I Anggaran penerimaan pembiayvaan dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp.
105.838.227.194,-,




Pasal 38

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp. 44.419.467.116,-,
yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah;
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,-.

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
38.619.467.116,-.

Pasal 39

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

5.800.000.000,-.yang terdiri atas:

(1) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah
(BUMD);

(2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah
(BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa
direncanakan sebesar Rp. 5.800.000.000,-.

Pasal 40

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf b pembayaran
pinjaman dacrah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar
Rp.38.619.467.116,-.

Pasal 41

(1) Selisih antara anggaranpendapatan  daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.
(61.418.760.078) ,-.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.
01.418.760.078,-.

Pasal 42

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiavaan;



2. Lampiran II

3. Lampiran III
4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum
dan bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan,;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/
Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi¥)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 43

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.



Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 26 September 2022

BUPATI HALMAH
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Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 27.A
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan
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